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Dana Hibah DKI Tak Bisa Dicairkan

JAKARTA - Empat daerah mi-
tra DKI Jakarta terpaksa harus
gigit jari. Mereka tidak bisa
mendapatkankucuran danahi-
bah karena belum menyerah-
kan laporan pertanggungja-
waban (LPj) penggunaan dana
hibah tahun kemarin. Empat
daerah tersebut yakni Kota Ta-
ngerang Selatan, Kota Tange-
rang, Kota Bekasi, dan Kabu-
paten Bogor. Hanya Kabupaten
Tangerang yang dana hibahnya
bisadicairkan.

Kepala Badan Pengelola Ke-
uangan Daerah (BPKD) DKI

Heru Budi Hartono mengata- Pernkot Bekasi segerameng- ' jumlah program yang berkaitan
kan, kemarin Anggaran Penda-  Klarifikasikepada GubernurDKI denganpermasalahanbanjirdan
patan dan Belanja Daerah JakartaBasukiTjahajaPurnama tata ruang di kawasan Bogor
(APBD) 2015 yang telah disah-  (Ahok) terkait dana hibah ter- terganjal. Salah satunyalanjutan |
kan Rp73,08 Triliun telah di- Sebut. Wali Kota Bekasi Rahmat pembongkaran vila untuk me-

kirim ke Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) untuk di-
koreksi selama seminggu. Ter-
kait dana hibah, Herumenjelas-
kan, hinggaSabtu(31/1) empat
kota mitra yang telah menda-
patkan dana hibah pada 2014
belumjugamenyerahkan LPj.
Akibat itu, Pemprov DKI Ja-
karta tidak bisa mencairkan
dana hibah kepada empat kota
tersebut. Mereka baru bisa
mendapatkandanahibahmela-
lui APBD Perubahan 2015 de-
ngan syarat harus mengajukan

takterduga,”ungkapnya,
Mantan wali kota Jakarta
Utara itu menuturkan, sebenar-
nya Pemprov DKI Jakarta telah
mengalokasikan dana hibah da-
lamAPBD2015sebesarRp3,069
triliun. Rinciannya Pemkab Bo-
gor Rp100,407 miliar, Pemkot
Bekasi Rp200,018 miliar, Pem- |
kot Tangerang Rp2,436 miliar,
Pemkot Tangerang  Selatan
Rp164,8 miliar, dan Pemkab Ta-
ngerangRp167,94miliar. Hanya

 hibah bagi Kabupaten Tange-

rang yang nanti bisa dicairkan
Rp17,7miliar.

Effendi menegaskan, penggu-
naan dana hibah 2014 akan di-
pertanggungjawabkan. Namun,
saat ini Pemkot Bekasi masih
terganjal dengan audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). LPj
Heru menjelaskan, sejauh ini
pihaknyasudahmemanggilpim-
pinanerpatkotamitratersebut.
Mereka bertemu Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), namun tidak mem-
bawa apa-apa. Misalnya soal pe-
lebaranjalan 10 meter-20 meter,
trasenya belum ada, serta tanda

perencanaanpenggunaandana  tangandinas tataruangdanwali
hibah misalnyapelebaranjalan,  kotatidakada. Alasannya, mere-
Apakahsudahada trasenya,ba-  kasibukmengurusipembangun-
gaimana konsep pembebasan  an sehingga belum dapat me-
lahannya, dan sebagainya. nyusunLP;j. >

"Mereka sudah telat mem-
beri LPj dana hibah tahun lalu.
Sekarang APBD sudah di fase
Kemendagri. Kamikan manaje-
men keuangan negara, yang di-
periksa kami. Makanya, kami
mintaLPj-nya,” katanya diBalai
Kotakemarin.

Sub Bagian Humas

Sesuai Pasal 19 &yat 1 Per-
aturan Kemendagri No 32/
2011 tentang Pedoman Pembe-
rian Dana Hibah dan Bantuan
Sosial,penggunaharusbertang-
gung jawab secara formal dan
material atas dana cuma-cuma
tersebut. "Kalau mereka meng-

ajukan rancangan penggunaan
dana hibah dan LPj tahunlaly,
kami akan mengalokasikannya
dalam APBD Perubahan 2015

_ yang dimasukkan dalam biaya

akan segera diserahkan ke Pem-
prov DKI Jakarta jika audit
sudahselesai.

"Dana hibah tersebut sedia-

- nyauntuk pembangunan infra-

struktur dan penanggulangan
banjir di wilayah perbatasan

-antara DKI dan Kota Bekasi,”

ungkapnya.
Bagi Pemkab Bogor, tidak
cairnya dana hibah membuat se-

ngembalikan daerah resapan air
di kawasan Puncak terancam
terhenti. KepalaDinasInformasi
dan Komunikasi Kabupaten
Bogor Wawan Sidik mengakui,
terganjalnya pencairan dana
bantuan hibah lantaran pihak-
nya belum memberikan LPj
hibahtahunlalu.
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